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ABSTRAK

FIFTI NURNIYATI. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.

Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk
menyediakan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk menghindari pemborosan
anggaran pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja untuk
menambah asset daerah dan untuk perbaikan sarana dan prasarana guna
memberikan pelayanan publik yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah,
dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausalitas dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu
Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten.
Sempel dalam penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019. Metode
pengololahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan program
SPSS 22.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kinerja keuangan dimana dalam
penelitian ini menggunakan indikator rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap
belanja modal. Sedangkan secara parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah,
dan dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara
simultan variabel kinerja keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan

dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana

Perimbangan, dan Belanja Modal.



ABSTRACT

FIFTI NURNIYATI. The Influence Of Regional Financial Performance,
Regional Taxes, Regional Levies And Balancing Funds On Capital
Expenditures In District Governments In The Province Of Central Java.

Capital expenditure has a very important role in efforts to provide public
services. In an effort to avoid wasting the budget, local governments can use the
budget to increase regional assets and to improve facilities and infrastructure to
provide adequate public services. This study aims to determine the effect of
regional financial performance, regional taxes, regional levies, and balancing
funds on capital expenditures.

This research is included in the type of causality research using a
quantitative approach. The data collection method used in this research is
documentation technique. The population of this study is the Regency
Government in Central Java Province, totaling 29 regencies. The sample in the
research is the Report on the Realization of Regional Government Budgets and
Expenditures in the Central Java Province in 2018-2019. The data processing
method used in this study uses the SPSS 22 program.

The results of this study indicate that financial performance which in this
study uses the efficiency ratio indicator has a positive effect on capital
expenditure. Meanwhile, partially the local taxes, regional levies, and balancing
funds have no positive effect on capital expenditures. Simultaneously, regional
financial performance variables, regional taxes, regional levies, and balancing

funds have an effect on capital expenditures.

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Taxes, Regional Levies,

Balancing Funds, and Capital Expenditures.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Rl Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari

1998.

I. Konsonan Tunggal

iur;léf Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif

< ba’ B Be

< ta' T Te

& sa' S s (dengan titik diatas)
z Jim J Je

z ha’ h ha (dengan titik dibawah)
& Kha Kh kadan ha

2 Dal D De

3 Zal z zet (dengan titik diatas)
5 ra’ R Er

3 z z Zet

o S S Es

g Sy Sy esdan ye
Ua Sad S es (dengan titik dibawah)
U Dad d de (dengan titik dibawah)
L T t te (dengan titik dibawah)
L Za z zet (denga ntitik dibawah)
& ‘ain ‘ komater balik (diatas)
a Gain G Ge

o Fa F Ef

é Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

a M M Em




O Nun N En
5 Waw w We
> ha’ Ha Ha
. Hamzah ~ Apostrof
< Ya Y Ye
I1. KonsonanRangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
Contoh : J» = nazzala
& = bihinna
I11. Vokal Pendek
Fathah (o™ _ ) ditulis a, kasrah (o_) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u.
IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi | panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u,

masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti 2 ditulisfala.

2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :Jra, ditulis tafsil.

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti J sl ditulisusul.
V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai k3 ditulis az-Zuhaili

Xi



2. Fathah + wawu ditulis au 452! ditulis ad-Daulah
VI1. Ta’ Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang
sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: alagdl Zlx

ditulis bidayah al-hidayah.
VIl. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang

mengiringinya, seperti ¢/ ditulis anna.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(, )

seperti 22 ditulis syai,un.

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai

dengan bunyi vokalnya, seperti <L, ditulis raba 'ib.

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang

apostrof (, ) seperti 033U ditulis ta khuzuna.
VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila ditulis huruf gamariyah ditulis al, seperti 3_3 ditulis al-Bagarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti denganhuruf syamsiyah

yang bersangkutan, seperti <Ll ditulis an-Nisa .

xii



IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya,
seperti : 254l s 5> ditulis zawi al-furud atau 4l Jai ditulis ahlu as-sunnah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan kebijakan otonomi
daerah, dimana pemerintah daerah diberi hak untuk mengelola urusan
pemerintahan dan keperluan atau kepentingan rakyatnya di lingkungan daerah.
Otonomi daerah disini terlihat dalam proses mengelola keuangan daerah yang
biasa disebut dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal. Dalam
melaksanakan otonomi daerah tidak dapat terpisah dari penyusunan anggaran
keuangan bagi daerah. Anggaran yang diterima oleh daerah dapat digunakan
sebagai acuan pemerintah daerah dalam menjalankan segala aktivitas
pemerintahan. Dalam tingkat daerah anggaran keuangan dikenal dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Organisasi sektor publik seringkali menghadapi permasalahan terutama
dalam pengalokasian anggaran (H. Gerungan dkk., 2017). Pemerintah daerah
seharusnya menggunakan penerimaan yang diperoleh untuk pengeluaran yang
produktif meskipun sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh penerimaan
tersebut begitu terbatas (Mamonto dkk., 2015).

Belanja modal adalah pengeluaran guna memperoleh aktiva tetap dan
aktiva lainnya, dimana memiliki kegunaan melebihi satu tahun selama satu
periode akuntansi yang terdiri atas belanja modal untuk memperoleh tanah,

gedung & bangunan, peralatan, aktiva tidak berwujud. Ulum (2008)



menyatakan bahwa, kelancaran tugas pemerintah daerah dan peningkatan
fasilitas publik tergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan
dana yang dimiliki dalam bentuk pengeluaran modal (Intani, 2018). Belanja
modal memiliki efek jangka panjang terhadap investasi yang nantinya masuk
ke daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber
penerimaan daerah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dimana pemerintah daerah diharuskan
mengalokasikan anggaran sebesar 26% - 30% untuk belanja modal dari total
pengeluaran daerah yang nantinya dapat meningkatkan dan memperbaiki
pembangunan daerah (Sukmaji & Rohman, 2019).

Menurut data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) bahwa
belanja modal di Provinsi Jawa Tengah 2018 tergolong paling rendah
dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jika dibandingkan dengan belanja
daerah, alokasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 sebanyak
7,5% dibawah nilai rata-rata belanja modal seluruh provinsi. Sedangkan untuk
persentase belanja pegawai maupun belanja barang & jasa terhadap total
belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 27,2% dan 16,4%.
Pada tahun 2019, distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
di Jawa Tengah terjadi perubahan yaitu pagu belanja pegawai, belanja barang
dan bansos meningkat, namun pagu belanja modal mengalami penurunan.
Dibandingkan dengan jenis belanja yang lain, belanja barang dan belanja
pegawai tetap memiliki distribusi yang besar. Kecilnya porsi belanja modal,

mengakibatkan dana tersebut didistribusikan untuk belanja infrastruktur,



irigasi, jaringan, belanja usaha dan untuk mendukung pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimum (SPM).

Grafik 1. 1
Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
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Sumber : www.djpk.go.id (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui jika persentase belanja modal
Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih rendah dari
pada persentase belanja tidak langsung. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalokasin anggaran
belanjanya untuk belanja tidak langsung dari pada belanja modal._Porsi belanja
modal dalam total belanja daerah yang kecil, menunjukkan kualitas

pengeluaran daerah terutama dalam sisi belanja perlu ditingkatkan.



http://www.djpk.go.id/

Grafik 1. 2
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Modal, dan Defisit Anggaran

4,000,000,000,000

3,500,000,000,000

3,000,000,000,000

2,500,000,000,000

2,000,000,000,000
= 4. Pendapatan Daerah

m Belanja Daerah
Belanja Modal
m Surplus/Defisit
1,500,000,000,000
1,000,000,000,000
wosmopensen I II II I
o l < & S & e & & & Il
oy e\“wié“.b"‘y S.,a% $ 6‘;‘@‘@ & T o o
5 E
@0@-_0#460 g_vq(&‘g?@*‘: i
é-" e
(500,000,000,000)

Sumber : www.djpk.go.id (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa peningkatan belanja
modal suatu daerah dibarengi dengan meningkatnya defisit anggaran. Kondisi
inti terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan fasilitas yang harus
terpenuhi. Defisit anggaran terjadi karena besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk belanja namun jumlah pendapatan yang diterima lebih kecil. Apabila
suatu daerah mengalami kondisi deficit anggaran maka pemerintah daerah
dapat menggunakan penerimaan dari pembiayaan untuk menutup anggaran dan
sisa lebih dari pembiayaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menunjang
program-program pembangunan daerah.

Menurut Arsa & Setiawina (2015), kinerja keuangan daerah dapat

digunakan sebagai salah satu cerminan meningkatkan dan melihat kesanggupan
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maupun kemampuan keuangan daerah. Riswan & Affandi (2014) berpendapat
bahwa, jika kinerja keuangan berjalan baik maka akan berdampak positif
terhadap pengeluaran investasi untuk pelayanan publik. Distribusi belanja
modal dapat dipengaruhi oleh perubahan kinerja keuangan daerah (Prihastuti
dkk., 2015). Penelitian yang dilaksanakan oleh Arif & Arza (2018)
menyatakan, dimana kinerja keuangan yang terdiri atas efektifitas, efisiensi
keuangan daerah, dan keserasian belanja daerah mempunyai pengaruh positif
yang signifikan terhadap alokasi belanja modal, namun untuk kemandirian
keuangan daerah tidak ada pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal
pada Pemda Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017.
Berbeda dengan penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018) menyatakan bahwa,
indikator Kinerja keuangan yaitu rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh
negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Bali.

Salah satu kontribusi masyarakat dalam penyelenggaran otonomi daerah
yaitu dengan memberikan pajak daerah dan retribusi daerah, dari dana tersebut
dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang
ditarik oleh pemerintah daerah dan para wajib pajak tidak mendapat imbalan
langsung dari pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Sedangkan retribusi daerah
merupakan pembayaran atas jasa atau ijin yang diberikan oleh pemerintah pada

individu atau badan.



Grafik 1. 3
PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa PAD terbesar diterima
oleh Kabupaten Banyumas sebesar Rp 648.326.914.035 dengan kontrbusi
pajak daerah sebesar 32,63% dan retribusi daerah sebesar 5% dibandingkan
dengan kabupaten lain. Akan tetapi Tingginya PAD daerah yang diterima oleh
Kabupaten Banyumas tidak diikuti dengan tingginya belanja modal. Belanja
modal tertinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Cilacap sebesar Rp
550.840.750.506 yang jumlah PAD nya lebih rendah dibandingkan dengan
Kabupeten Banyumas.

Sebagai sumber pendapatan bagi daerah, pajak daerah memiliki peran
besar bagi pembangunan daerah. Apabila jumlah pajak daerah yang diterima
mengalami kenaikan, maka pendapatan daerah juga akan naik, yang nantinya

dapat menambah belanja modal. Dalam rangka meningkatkan pajak daerah,
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pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi kekayaan maupun sumber daya
yang dimiliki. Selain pajak daerah, besar kecilnya retribusi daerah yang
diterima oleh pemerintah juga akan mempengaruhi alokasi pendapatan untuk
belanja modal. Penelitian Mamonto dkk., (2015) menyatakan, pajak daerah
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan tidak ada pengaruh
yang signifikan dari variabel retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota
Jambi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitin Hasnur (2016), jika retribusi
daerah dan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada belanja
modal.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai
berbagai kegiatan, kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya
kesenjangan fiskal antar daerah dengan daerah lainnya yang mendorong
pemerintah pusat untuk megalokasikan dana transfer yang bersumben dari
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
fiskan (P. R. Aryani & Hari, 2019). Dana perimbangan yaitu dana yang
ditransfer pemerintah pusat dari APBN dan didistribusikan ke daerah sebagai
upaya mendanai keperluan daerah dan membentuk perimbangan antara
pemerintah pusat dan daerah demi terlaksananya desentralisasi fiskal
(Ferdiansyah dkk., 2018). Melalui transfer dana ini, harapannya pemerintah
daerah dapat menggunakan PAD yang diterimanya untuk mendanai belanja

modal daerah (Nurdiwaty dkk., 2017).



Grafik 1. 4
Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah
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Berdasarkan grafik diatas hampir seluruh pendapatan Pemerintah
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bersumber dari dana transfer atau dana
perimbangan. Tingginya dana perimbangan yang diterima setiap tahun yaitu
masih diatas angka 50% memperlihatkan jika pemerintah daerah masih
ketergantungan pada pembayaran transfer yang diberikan oleh pemerintah
pusat masih sangat tinggi, namun jumlah PAD yang diterima masih sangat
rendah. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan
PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah untuk memperkecil tingkat
ketergantungan pada transfer dari pusat.

Tingginya dana perimbangan yang diterima namun tidak dibarengi
dengan tingginya belanja modal menunjukan jika Pemerintah Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengan belum mampu mengoptimalkan dana transfer yang

diterima untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian (Intani, 2018)
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menyatakan, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini
bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017),
penelitiannya menghasilkan sebuah kesimpulan dimana dana perimbangan
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di wilayah bodetabek
periode 2006-2015.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian terkait pengaruh indikakator kinerja keuangan daerah
dengan menggunakan indikator rasio efisiensi dan pengaruh sumber-sumber
penerimaan daerah terhadap belanja modal dengan judul penelitian
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TENGAH.

. Rumusan Masalah

Adanya perubahan pola belanja khususnya pada belanja modal
menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh efisiensi daerah
dalam mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal dan besarnya
pendapatan daerah terhadap pola belanja pemerintah daerah. Peningkatan
penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah
belum dimaksimalkan untuk membiayai belanja modal. Besarnya dana
perimbangan yang diterima oleh setiap pemerintah daerah dimana

persentasenya mencpai 50% menandakan bahwa pemerintah daerah masih
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tergantung pada besarnya transfer dari pemerintah pusat namun tidak
dimaksimalkan untuk belanja modal. Selain itu, distribusi belanja modal setiap
Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah belum sesuai apa yang
diharapkan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah diberi target besarnya
distribusi belanja modal 26%-30%. Obyek pada penelitian ini yaitu Pemerintah
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan alasan pemerintah kabupaten
sebagai salah satu elemen pemerintahan yang menjalankan dan mampu
mengapalikasikan kebijakan anggaran untuk keperluan masyarakat di setiap
wilayah. Berdasarkan indentifikasi masalah diatas adapun pertanyaan dari

rumusan masalah diatas adalah :

1. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja
modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah?
. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dilaksanakan

penelitian ini yaitu :
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a. Untuk megetahui apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh positif
terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa
Tengah.

b. Untuk megetahui apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal pada pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa
Tengah.

c. Untuk megetahui apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.

d. Untuk megetahui apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.

. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain, sebagai
berikut :

a. Manfaat Teoritis

penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi untuk mempelajari
lebih lanjut tentang sumber penerimaan daerah yang alokasi belanja
modal. Selain itu juga dapat menambah llmu pengetahuan mengenai
organisasi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain, yaitu :
1) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya

wawasan yang berkaitan dengan sumber penerimaan suatu daerah
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yang dipergunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah
khususnya belanja modal.

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah, harapannya
penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten
saat mendistribusikan sumber penerimaan dengan efisien dan efektif.
Khususnya untuk menaikkan persentase belanja modal untuk
meningkatkan pembangunan infrastruktur demi terciptanya pelayanan
publik yang memadai.

3) Bagi Masyarakat, dapat mempemudah masyarakat dalam mengawasi
kinerja pemerintah daeah khususnya pada tingkat Kabupaten yang
berada di Provinsi Jawa Tengah khususnya ketika pengalokasian dan
penggunaan APBD untuk Belanja Modal.

D. Sistematika Pembahasan
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini peneliti menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian
BAB |1 LANDASAN TEORI
Bab ini Dberisi uraian kepustakaan yang digunakan dan mendukung
permasalahan yang diteliti, yaitu memberikan penjelasan dari berbagai sumber
pustaka yang menjadi acuan permasalahan yang akan dibahas.
BAB |1l METODE PENELITIAN
Bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis

penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel
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penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan
metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara keseluruhan hasil dari penelitian yang telah di
lakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

dan saran untuk penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil
sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah (X1) dengan menggunakan indikator rasio
efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y).
Hal ini dilihat dari nilai thiung lebih besar dari twanel (3.411 > 1.67203) dan
nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (0.001 < 0.05). Maka hipotesis dalam
penelitian ini diterima (H1 diterima).

2. Pajak daerah (X2) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y).
Hal ini dilihat dari nilai thiwng lebih kecil dari tibe (0.246 < 1.67203) dan
nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (0.807 > 0.05). Maka hipotesis dalam
penelitian ini ditolak (H2 ditolak).

3. Retribusi daerah (X3) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal
(Y). Hal ini dilihat dari nilai thitung lebih kecil dari tanel (0.092 < 1.67203) dan
nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (0.927 > 0.05). Maka hipotesis dalam
penelitian ini ditolak (H3 ditolak).

4. Dana perimbangan (X4) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal
(Y). Hal ini dilihat dari nilai thiwng lebih kecil dari tanel (1.203 < 1.67203) dan
nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (0.234 > 0.05). Maka hipotesis dalam

penelitian ini di tolak (Hs ditolak)
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Secara bersama-sama atau simultan bahwa variabel kinerja kuangan daerah
(X1), pajak daerah (X2), retribusi daerah (X3), dan dana perimbangan (X4)
berpengaruh terhadap belanja modal (Y). Hal ini dilihat dari nilai Fhitung
lebih besar dari Fabel (3.360 > 2.55) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05
(0.016 < 0.05), maka hipotesis dalam penlitian ini diterima (Hs diterima).

Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Adjust R Square sebesar
0.144 atau 14.4% artinya memiliki korelasi yang lemah dalam menjelaskan
variabel kinerja keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana
perimbangan terhadap belanja modal, sedangkan untuk sisanya 95.6%

(100% - 14.4% = 95.6%) dijelaskan oleh variabel lain.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil olah data dan penelitian adapun keterbatasan dalam

penelitian ini antara lain :

1.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website
DJPK RI (www.djpk.go.id) berupa Laporan Realisasi APBD Pmerintah

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

. Periode relatif penelitian relatif singkat yaitu periode 2018 sampai 2019.

Sehingga diperoleh jumlah sempel yang sangat terbatas.

. Populasi penelitian hanya difokuskan pada Pemerintah Kabupaten di

Provinsi Jawa Tengah.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Kkinerja
keuangan daerah dengan menggunakan rasio efisiensi dan sumber

pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana
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perimbangan sehingga perlu adanya penambahan variabel terikat yang
lainnya.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas adapun saran-saran yang dapat
penulis berikan terkait dengan hasil penelitian ini untuk memperbaiki
penelitian berikutnya, antara lain :

1. Melihat tingginya pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pendapatan
daerah menandakan bahwa pemerintah daerah kurang efisien dalam
menggunakan anggaran sehingga menyebabkan pengalokasian anggaran
untuk belanja modal menjadi rendah, sebaiknya pemerintah memperbaiki
lagi dalam proses penyaluran anggaran untuk belanja seperti halnya untuk
belanja modal guna meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. Melihat jika pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap
belanja modal. sebaiknya pemerintah daerah lebih optimal lagi dalam
menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang nantinya dapat
digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan dapat meningkatkan
kemandirian keuangan daerah.

3. Tingginya dana perimbangan yang diterima setiap daerah namun tidak
berdampak pada peningkatan belanja modal, sebaiknya pemerintah lebih
memperhatikan proporsi dana perimbangan yang dialokasikan untuk belanja

modal dibandingkan untuk belanja operasional lainnya.
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4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain
yang lebih bervariasi sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih
kompleks sesuai dengan teori yang mendukung seperti halnya penerimaan
APBD atas pembiayaan atas SiLPA, pertumbuan ekonomi maupun luas
wilayah.

5. Bagi penelitian selanjutnya juga dapat memisahkan atau membagi kembali
dari variabel dana perimbagan menjadi beberapa nagian yaitu Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

6. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi atau
sempel penelitian seperti halnya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengan atau seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia
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